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Sejak Januari 2020 kembali marak berita tentang kontak tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan 
anggota TNI/Polri yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Walaupun konflik di Intan Jaya diduga telah dimulai sejak 
2014, namun terjadi peningkatan intensitas konflik pada tahun 2020.  Beberapa lembaga terkait mengeluarkan 
pernyataan berbeda. Komnas HAM menyatakan Pemerintah harus menghormati hukum humaniter dan HAM; 
PAHAM Papua, sebuah organisasi kemasyarakatan, menyatakan kejadian tersebut adalah pelanggaran HAM 
berat; serta Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya menyatakan harus ada penegakan hukum. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan besar, apakah memang benar Indonesia sedang menghadapi perang atau konflik 
bersenjata non-internasional (KBNI). Hal ini dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang bermuara 
pada rentannya wawasan kebangsaan yang seharusnya justru menguat di era pandemi Covid-19. Berdasarkan 
situasi tersebut, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) FH USAKTI melakukan diseminasi melalui 
seminar daring guna membahas KBNI menurut hukum humaniter dan hukum nasional; yakni tentang status hukum 
para pihak dalam KBNI; praktik negara; perlindungan korban dan peran perwira hukum militer dalam operasi 
militer terkait KBNI. Diseminasi berupa teori dasar KBNI, studi kasus serta implementasi pada praktik negara 
tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang situasi yang sedang terjadi dan akibat hukumnya bagi 
para pihak pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hasil diseminasi menunjukkan bahwa aspek 
hukum KBNI masih belum sepenuhnya dipahami dan memerlukan diseminasi lanjutan guna meningkatkan 
masyarakat yang berwawasan kebangsaan. 
Kata kunci: Hukum Humaniter; Intan Jaya; Konflik Bersenjata Non-Internasional; Konflik Bersenjata Internal; 
Papua 
 
Dissemination of Humanitarian Law on Parties to the Conflict 
Armed Internally to Support Insights 
Nationality in the Covid-19 Pandemic Era 
 
ABSTRACT 
Since January 2020 news on gunfire between the Armed Criminal Group and members of TNI/Polri occurred in 
Intan Jaya, Papua. Although such conflict is presumed to have started since 2014, the intensity tends to increase 
this year. Related institutions issued different statements. National Human Rights Committee stated that the 
government must respect humanitarian and human rights law; PAHAM Papua – a community-based organization 
– stated that the incident was a gross violation of human rights; and the Intan Jaya Joint Fact-Finding Team stated 
that there must be law enforcement on the crimes committed. These raise a big question, whether it is true that 
Indonesia has facing internal war or non-international armed conflict (NIAC). This can cause unrest in society 
which leads to the vulnerability of national insight which should have strengthened in the era of Covid-19 
pandemic. Based on that situation, the Center for Humanitarian Law and Human Rights Studies (terAs) FH 
USAKTI conducted disemination program through online seminar to discuss NIAC based on humanitarian and 
national law regarding legal status of the parties in NIAC; state practices; protection of victims and the role of 
military law officers in military operations related to NIAC. The materials consist of basic theories of NIAC, case 
studies and implementation of state practices and expected to provide guidance on current situation and its legal 
consequences for the parties and community. It was concluded that legal aspects of NIAC were not fully understood 
and required ongoing dissemination in order to improve better national insights of the community. 
Keywords: Humanitarian Law; Intan Jaya; Internal Armed Conflict; Non-International Armed Conflict; Papua  
 
 








Salah satu berita tentang kekerasan yang terjadi sejak Januari 2020 di Indonesia adalah berita tentang 
kontak tembak antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kemabu pimpinan Sabinus Waker dengan 
para personil gabungan TNI-Polri, yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua (Riezky Maulana; Dani, 
2020). Walaupun disinyalir kekerasan sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2014 dalam eskalasi yang 
lebih rendah, namun intensitas konflik antara ke dua pihak cenderung meningkat sejak bulan Januari 
2020. Bentuk kekerasan tersebut tidak lagi bersifat personal, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di 
bawah ini:   
 
Tabel 1. Daftar Tindak Kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, Papua 2020 
 
No Tgl/bl/20 Pihak yang terlibat Wilayah Intan Jaya Peristiwa Korban 
1. 14 Jan Yonif 433 – KKB 
Kemabu (KKB-K) 
Kampung Titigi Kontak tembak  
2. 26 Jan Kostrad 433 – KKB-K Kampung Joparu, 
Distrik Sugapa 
Kontak tembak Luka Tembak: 
Jekson S 
3. 6 Feb   Pembakaran kios dan 
alat berat oleh KKB 
Kemabu 
 
4. 16 Feb TNI – KKB-K Kampung Jouparu, 
Distrik Sugapa 
Kontak tembak  
5. 27 Mar Koramil Persiapan – 
KKB-K 
Distrik Hitadipa Kontak tembak  
6. 19 Mei TNI – KKB-K Kampung 
Mbamogo, Distrik 
Homeo 
Kontak tembak  
7. 22 Mei KKB-K Distrik Wandai Penembakan petugas 






8. 29 Mei  Distrik Magataga  Meninggal: 
Yunus Sani 
9. 15 Ags KKB-K Intan Jaya Penembakan tukang 
ojek 
Meninggal: 
La Ode Janudin 
10. 18 Ags KKB-K Intan Jaya Pembakaran escavator  
11. 14 Sep KKB-K Distrik Sugapa Penembakan 2 org 
tukang ojek 
Luka Tembak: 
La Ode, Fatur 






13  Satgas Apter – KKB-K Kampung Hitadipa Kontak tembak, hilang 









15. 19 Sep Satgas Apter – KKB-K Kampung Hitadipa Kontak tembak Meninggal: 
Pratu Dwi 
Akbar 
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16. 19 Sep Koramil Persiapan – 
KKB-K 
Kampung Hitadipa Kontak tembak Meninggal: 
Pdt. Yeremias 
Zanambani 





18. 25 Sep TNI – KKB-K Bandara Sugapa Kontak tembak  
19. 30 Sep KKB-K Mapolsek Sugapa Penembakan Mapolsek  
20. 4 Okt KKB-K Distrik Sugapa Penembakan Dir 
Krimum dan Dansat 
Brimob Polda Papua 
 
21. 5 Okt TNI/Polri – KKB-K Kodim Apter, 
Distrik Sugapa 
Kontak tembak  
22. 7 Okt KKB-K Damogoa Penembakan jurnalis  Luka tembak: 
Agustinus 
Duwitau 
23. 8 Okt KKB-K Bandara Bilogai, 
Sugapa 
Penembakan pesawat  
24. 9 Okt KKB-K Distrik Sugapa Penembakan Tim 
Pencari Fakta 
Kemenko Polhukam 





25. 11 Okt Yonif 400 – KKB-K Distrik Hitadipa Kontak tembak  
26. 12 Okt Tim Elang 3 Satgas 
Yonif 400 – KKB-K 
Boligai, Sugapa Kontak tembak  
 
Sumber: 
Riezky Maulana, “Sepanjang 2020 KKB Papua Lakukan 27 Teror, Ini Daftarnya”, OkeZone, 27 Oktober 2020, 
pada  https://nasional.okezone.com/read/2020/10/27/337/2300134/sepanjang-2020-kkb-papua-lakukan-27-kali-
teror-ini-daftarnya?page=1; Dani, “Rekam Jejak KKB Kelompok Sabinus Waker di Kampung Jalai, Distrik 
Sugapa, Intan Jaya”, kitorangpapuanews, 27 Oktober 2020, pada https://kitorangpapuanews.com/rekam-jejak-
kkb-kelompok-sabinus-waker-di-kampung-jalai-distrik-sugapa-intan-jaya/; last accessed 23 November 2020. 
 
Sejumlah kerusuhan dan tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa di atas menggambarkan 
telah terjadinya peningkatan kekerasan yang perlu diwaspadai karena telah menimbulkan korban, baik 
korban luka maupun korban meninggal sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:   
Tabel 2. Peningkatan kekerasan di Intan Jaya, 2020 
 
Tabel 2. Peningkatan jumlah korban di Intan Jaya, 2020 
 
 
Kekerasan bersenjata yang melibatkan kelompok yang bukan negara di satu sisi serta organ negara baik 
TNI maupun Polri tersebut menimbulkan pertanyaan besar, yakni apakah Indonesia tengah menghadapi 
konflik bersenjata non-internasional (KBNI) sehingga hukum humaniter berlaku dalam situasi tersebut. 
Masalah ini sangat penting mengingat penentuan status mengenai jenis konflik menurut hukum 
humaniter akan menentukan pula rezim hukum apa yang akan berlaku. Ketidakjelasan mengenai hal ini 
juga semakin mengemuka mengingat belum tercapai adanya kesamaan pendapat di antara lembaga-
lembaga yang sangat berperan dalam masalah tersebut hingga saat ini. Komnas HAM berpendapat 
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bahwa dalam situasi tersebut Pemerintah, TNI dan Polri harus menghormati hukum humaniter dan 
HAM; PAHAM Papua, suatu organisasi yang berbasis pada masyarakat sipil menyatakan bahwa 
peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM berat; sementara Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 
Intan Jaya menyatakan perlu ada penegakan hukum atas kasus tersebut. Penentuan tentang rezim hukum 
yang berlaku, status hukum para pihak dan segala aspek hukum mengenai KBNI (M. Asih Khan, Pervaiz 
Khan, 2018) dapat mengakibatkan kerawanan sosial,  dan dapat memicu ketidakstabilan yang dapat 
mengganggu pembangunan.  
Untuk memahami masalah tersebut dan akibat hukumnya bagi para pemangku kepentingan, 
kelompok KKB dan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka Pusat Studi Hukum Humaniter dan 
HAM (terAS) mengadakan diseminasi melalui seminar secara daring mengingat saat itu masih ketat 
berlaku Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Persiapan diseminasi  
dilakukan dalam empat tahap: 1. Penentuan masalah hukum, yang diekstraksikan dari fakta-fakta yang 
terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sehingga diputuskan perlu untuk melakukan pembahasan 
tentang KBNI; 2. Penentuan sub-topik berupa teori KBNI mengenai status hukum dan para pihak dalam 
KBNI serta dan studi kasus KBNI atau praktik negara; 3. Pelengkap teori berupa implementasi di 
Indonesia, khususnya tentang peran perwira hukum militer dalam memberikan argumentasi hukum 
humaniter dalam operasi militer dalam situasi KBNI dan  perlindungan hukum para korban serta 
perspektif hukum nasional; serta 4. Penentuan supremasi hukum dan “rule of law” sebagai suatu 
pedoman dalam memberikan solusi atas masalah hukum yang terjadi, sehingga kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu akan menuju pada ketertiban dan kepastian hukum.  
Berdasarkan permasalahan tersebut maka Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) FH 
USAKTI menawarkan solusi berupa diseminasi pengetahuan dasar tentang KBNI berbasis teori dan 
praktik, yakni pengetahuan dasar tentang Pasal 3 common articles Konvensi Jenewa 1949, Protokol 
Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977, serta putusan penting dari Mahkamah Pengadilan 
Internasional di bekas Negara Yugoslavia dalam Kasus Dusco Tadic (Prosecutor vs Tadic: 1995) yang 
memberikan dua parameter objektif dalam menentukan jenis konflik bersenjata yaitu derajat organisasi 
dan tingkat intensitas konflik, yang telah diverifikasi dalam pengadilan internasional tersebut dan mulai 
diacu dalam putusan mahkamah berikutnya (Jan K. Kleffner; 2019; Rogier Bartels; 2020).  
Diseminasi hukum humaniter ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam melakukan pengabdian 
kepada masyarakat yang merupakan satu elemen pembentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi; melakukan 
diseminasi atau sosialisasi hukum humaniter yang dirasakan masih perlu mendapatkan perhatian dalam 
kehidupan kenegaraan masyarakat Indonesia; yang selanjutnya diharapkan dapat memperoleh masukan 
baik berupa saran maupun kritik kostruktif dan juga sebagai partisipasi dalam pembangunan khususnya 
dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Indonesia.  
Dengan dilaksanakannya diseminasi hukum humaniter, maka diharapkan hasilnya dapat 
meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum mengenai hukum 
humaniter dan implementasinya, sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan dan 
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pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu diharapkan pula bahwa supremasi 
hukum dan “rule of law” akan selalu dijadikan tonggak dasar solusi objektif (Jeffry Alexander Ch. 
Likadja, 2015) dalam permasalahan sejenis sehingga juga meningkatkan kapabilitas Pusat Studi Hukum 
Humaniter dan HAM (terAs). Sebagai indikator keberhasilan, maka dipublikasikannya luaran yang 
merupakan hasil terukur dari kegiatan ini, baik berupa artikel ilmiah dalam jurnal nasional (terakreditasi) 
maupun penerbitan buku referensi, merupakan manfaat penting dari dilaksanakannya kegiatan sejenis 
di masa yang akan datang. 
 
METODE 
Diseminasi hukum humaniter dilaksanakan bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Hukum Militer 
(STHM), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati 
dalam rangka memberikan pemahaman tentang hukum humaniter, baik dari aspek teoretis maupun 
praktis serta implementasinya sehingga dapat dipahami rezim hukum yang berlaku maupun akibat 
hukumnya baik bagi para pihak maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Persiapan kegiatan 
dimulai pada awal bulan Juli hingga hari pelaksanaan pada tanggal 19 Agustus 2020, dengan media 
Zoom Webinar.  Metode yang dipilih untuk melakukan diseminasi adalah metode penyuluhan hukum 
berupa ceramah interaktif dengan alokasi waktu masing-masing pembicara selama 15 menit dan diskusi 
atau tanya jawab 90 menit. Penyampaian materi ditentukan dengan formula “teori-praktik negara-
implementasi hukum nasional”, sehingga diharapkan pemahaman hukum humaniter akan bersifat utuh 
dan menyeluruh. Oleh karena itu diseminasi dilaksanakan dengan urutan: 1. Penyampaian materi 
tentang teori hukum humaniter mengenai para pihak yang diakui dalam konflik bersenjata non-
internasional (KBNI); 2. Penyampaian teori tentang peran Perwira Hukum Militer dalam memberikan 
argumentasi hukum humaniter dalam KBNI; 3. Penyampaian studi kasus serta praktik-praktik negara 
mengenai KBNI; dan 4. Perlindungan Hukum Korban konflik KBNI dan Hukum Nasional.  
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal 
memberikan pengetahuan hukum humaniter dari sisi teori dan praktik, sehingga ditentukan sebagai 
berikut: 
1. Sekolah Tinggi Hukum Militer TNI-AD, sengaja dipilih dengan mengingat pengetahuan taktis dan 
strategis militer yang tidak dipunyai oleh orang sipil yang hanya mendalami hukum humaniter secara 
teoretis saja; 
2. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, dipilih dengan melihat kapasitas nara sumbernya yang 
bertindak sebagai Dekan, sekaligus alumni dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang menggeluti 
hukum humaniter sebagai spesialisasi. 
3. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati sengaja dipilih dengan melihat kapasitas narasumber yang 
bertindak sebagai Dekan, sekaligus mantan Legal Adviser dari Komite Internasional Palang Merah 
(International Committee of the Red Cross). 
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4. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang menaruh 
perhatian pada implementasi dan pengembangan hukum humaniter dan HAM, sekaligus sebagai 
pelaksana utama kegiatan. 
Meningat bahwa permasalahan KBNI tidak hanya merupakan domain masyarakat di Papua 
namun juga seluruh masyarakat Indonesia, maka sasaran penyuluhan ditentukan dengan mengacu 
kepada keberagaman peserta seminar daring, baik yang terdiri dari anggota militer, kepolisian, Komnas 
HAM, Parlemen, lembaga negara lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi termasuk 
Mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Selain itu, sasaran juga ditujukan pada  keberagaman lokasi 
peserta yang menggambarkan sebaran geografis diseminasi. Hal ini dilakukan karena tidak ada jaminan 
bahwa kekerasan sebagaimana yang terjadi di Intan Jaya tidak akan terjadi di wilayah lainnya di 
Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai target sasaran tersebut, maka terAs melakukan beberapa 
persiapan seperti: 1. Membuat poster / flyer kegiatan; 2. Membagikannya kepada sasaran penyuluhan 
baik melalui undangan secara tertulis, maupun secara digital melalui situs web dan media sosial seperti 
Facebook, Twitter dan WhatsApp; 3. Menggunakan database dalam jaringan kerja Pusat Studi, sehingga 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Peserta Diseminasi Hukum Humaniter 
 
2.1. Peserta berdasarkan Propinsi 
 
2.2. Peserta berdasarkan Profesi 
 
 
Adapun indikator keberhasilan kegiatan ini ditentukan dari tiga faktor yang telah ditetapkan, 
yakni: 1. Daya jangkau (coverage) diseminasi pada sasaran penyuluhan, yang dicerminkan dari 
keberagaman peserta dan lokasi geografis; 2. Kualitas pertanyaan yang diajukan dalam sesi Tanya-
Jawab; serta 3. Luaran yang akan dihasilkan yang diukur dari adanya Hak Cipta, berupa artikel ilmiah 
maupun buku referensi.  
Dengan telah selesainya kegiatan ini, maka evaluasi dilakukan terhadap tiga faktor indikator 
keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni faktor keberagaman peserta, kualitas diskusi atau 
tanya-jawab, dan luaran yang dihasilkan. Untuk keberagaman peserta, hasilnya menunjukkan bahwa 
keberagaman peserta yang diukur dari keberagaman insitusi-asal menunjukkan hasil yang positif, di 
mana peserta yang hadir meliputi berbagai unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan posisi 
mayoritas terdiri dari kalangan akademisi, diikuti dengan organ negara, lembaga pemerintah maupun 
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non-pemerintah. Adapun keberagaman dari faktor geografis menunjukkan hasil yang kurang baik, di 
mana peserta yang hadir dalam webinar hanya mewakili pulau Jawa (mayoritas), Kalimantan (cukup) 
dan Sumatera (minoritas). Sedangkan kualitas pertanyaan dan diskusi yang terjadi antara peserta dan 
narasumber terlaksana dengan cukup baik di mana waktu yang dialokasikan untuk tanya jawab terpakai 
secara keseluruhan. Di samping itu terdapat pemerataan pertanyaan yang ditujukan kepada keempat 
narasumber bahkan diskusi berlangsung dengan cukup sengit. Hal ini cukup menggambarkan adanya 
keingintahuan yang besar untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum humaniter. 
 
HASIL DAN DISKUSI 
Berdasarkan hasil diskusi, maka diperoleh pedoman bahwa untuk terjadinya KBNI menurut hukum 
humaniter, maka harus terdapat kriteria mengenai tingkat organisasi dan tingkat intensitas konflik yang 
mengacu pada putusan kasus Dusco Tadic pada Mahkamah Internasional untuk Negara Bekas 
Yogoslavia. Tingkat organisasi suatu kelompok-kelompok bersenjata yang diakui dalam hukum 
humaniter, berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam praktik negara, menunjukkan bahwa harus 
terdapat struktur komando, telah dilaksanakannya operasi militer secara terpadu dan terstruktur 
termasuk mampu melakukan operasi logistik, adanya sistem disiplin internal, adanya ketaatan pada 
hukum humaniter dan terdapat anggota yang berfungsi sebagai juru bicara untuk masalah-masalah yang 
bersifat politik. Kemudian, tingkat intensitas konflik dapat diketahui secara objektif ketika terjadi 
dampak berupa jumlah korban maupun kerugian yang meluas, adanya serangan yang dilakukan dengan 
menggunakan persenjataan berat, adanya pasukan yang dapat dimobilisasi, dapat melakukan aksi atau 
tindakan tertentu yang berpengaruh pada operasi militer dan adanya bantuan dari unsur asing. Adapun 
salah satu pihak harus merupakan kelompok pemberontak, atau kelompok bersenjata bukan negara. 
Berdasarkan praktik negara, bantuan asing tersebut harus sudah memenuhi kriteria pengawasan yang 
efektif (“effective control”) sebagaimana hasil putusan Mahkamah Internasional, atau pengendalian 
secara menyeluruh (“overall control”) sebagaimana terdapat dalam putusan Tadic, yang kemudian 
digunakan kembali dalam putusan Mahkamah Internasional untuk kasuas Bonia vs Serbia dan 
Montenegro (Antonio Cassese: 1998). Oleh karena itu, peran perwira hukum militer dalam memberikan 
advis hukum humaniter kepada para komandan sangat penting, dan harus sudah dilaksanakan baik 
sebelum maupun ketika konflik sedang berlangsung. Dalam kondisi demikian, maka perlu digaris 
bawahi bahwa perlindungan para korban tetap harus diupayakan terutama jaminan akan diberikannya 
hak-hak fundamental dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat. 
Mengingat dalam pelaksanaan diseminasi hukum humaniter sempat terjadi perdebatan yang 
cukup sengit, karena masih terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi permasalahan yang timbul, 
maka selain memberikan teori-teori dasar sebagaimana yang telah disampaikan, maka sebagai bentuk 
luaran, disepakati untuk menuliskan masalah ini serta solusinya ke dalam suatu tulisan ilmiah, baik 
dalam jurnal nasional maupun dalam buku referensi. Hal ini tentunya dapat pula dipandang sebagai 
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suatu indikator keberhasilan program di mana semua pihak yang terlibat merasa perlu menindaklanjuti 
kegiatan ini.  
Berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditentukan maka dievaluasi beberapa faktor 
kendala atau penghambat dalam pelaksanaan program, yaitu: pemilihan pelaksanaan kegiatan pada hari 
kerja dianggap kurang fleksibel, sehingga cukup banyak pihak yang tidak dapat mengikuti kegiatan 
dikarenakan diadakan pada hari dan jam kerja. Disamping itu tidak dilibatkannya para pewarta dalam 
kegiatan ini dianggap sangat mengurangi daya cakupan kegiatan, sehingga kurang berhasil melibatkan 
unsur-unsur lain dalam masyarakat. Sedangkan faktor yang dianggap sebagai faktor pendorong dalam 
berlangsungnya kegiatan adalah masih sedikitnya minat atau institusi yang secara khusus membahas 
tentang hal ini. Oleh karena itu, walapun terdapat kendala, namun secara keseluruhan kegiatan ini 
berjalan baik dan dapat dikatakan berhasil.  
 
KESIMPULAN  
Dengan uraian dan hasil diskusi, maka disimpulkan terjadi penyebarluasan dan peningkatan pemahaman 
terhadap hukum humaniter pada peserta. Hal ini disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
oleh para peserta, yang mencerminkan rasa ingin tahu  terhadap dua hal, yakni tentang peran hukum 
humaniter dalam kaitannya dengan program pembangunan hukum di Indonesia serta implementasi 
hukum humaniter terhadap konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia, termasuk di Papua. 
Keberagaman peserta yang berasal tidak saja dari disiplin bidang ilmu hukum namun ingin mengetahui 
solusi normatif jika terjadi suatu kekerasan menggambarkan tingkat penyebarluasan diseminasi hukum 
humaniter. Sedangkan diskusi yang diperoleh berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
peserta yang berasal dari institusi yang terkait dengan peristiwa konflik dan kekerasan mencerminkan 
adanya tingkat pemahaman hukum humaniter.  
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